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ABSTRAK:

CATATAN:

Kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemenuhannya
merupakan tanggung jawab Negara. Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan  kesehatan  dan  derajat  kesehatan  diperlukan
penyelenggaraan kesehatan yang memadai guna pemenuhan hak
masyarakat atas kesehatan sehingga dapat dirasakan secara optimal.
Untuk menjamin penyelenggaran kesehatan yang terarah, terprogram
dan berkesinambungan diperlukan arah, landasan dan kepastian hukum
dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
No. 6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas Penyelenggaraan
Kesehatan, tujuan Penyelenggaraan Kesehatan, serta ruang lingkup
meliputi: hak dan kewajiban, tanggung jawab Pemerintah Daerah, upaya
Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sumber daya manusia
Kesehatan, perbekalan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024 dan
ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2024, dengan Nomor Register
(1-129/2024).

Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda No. 1 Tahun 2019 tentang
Kawasan Tanpa Rokok, Pergub pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2013
tentang Kesehatan Daerah, Pergub pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2014
tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Pergub
pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda
Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Perda ini.

Pada saat Perda ini berlaku, Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan
Daerah, Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan
Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, dan Perda No. 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2013
tentang Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pergub sebagai pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun setelah Perda ini diundangkan.



